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ABSTRAK 

 

Negara demokrasi ditandai dengan adanya proses pemilihan 

umum dalam pengisian jabatan pemerintahan. Proses pemilu 

tersebut salah satunya dilakukan oleh lembaga penyelenggara 

pemilu yang independen. Penyelenggaraan pemilu diatur dalam 

Undang- undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. Dalam Pasal 18 huruf (j) KPU wajib menyosialisasikan 

tahapan pemilu kepada masyarakat. Berdasarkan hal terebut 

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana 

Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung? dan (2) Bagaimana 

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap Implementasi 

Pasal 18 huruf 

(j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota 

Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Implementasi Pasal 18 huruf (j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu di KPU Bandar Lampung dan Perspektif Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah terhadap Implementasi Pasal 18 huruf (j) UU No. 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Bandar Lampung. 

Penelitian termasuk penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, dalam hal 

ini dengan melihat fakta di lapangan terhadap bagaimana peran 

KPU Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan 

undang- undang. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data primer 

diperoleh langsung dari KPU Kota Bandar Lampung. 

Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum 

serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, 

dokumentasi, serta artikel ilmiah. 

Penelitian ini menemukan bahwa, KPU Bandar Lampung 

mengimplementasikan Pasal 18 huruf (j) UU No.7 Tahun 2027 

Tentang Pemilu dengan menyosialisasikan tahapan pemilu 2024 

mengunakan berbagai langkah yaitu sosialisasi umum dengan 

louncing pemilu 2024, sosialisasi pemutakhiran data pemilih, 

sosialsiasi tata cara pencalonan, sosialisasi dan informasi 

kampanye, sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara. 
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Sedangkan metodenya dengan flier dan video dimedia sosial, 

pembuatan spanduk, kalender dan baliho, pembuatan spesimen 

surat suara. Perspektif fiqh siyasah tandfiziyah terhadap 

implementasi pasal 18 huruf (j) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilu yang dilakukan KPU Bandar Lampung sudah sejalan 

dengan fiqh siyasah karena dilakukan berdasarkan prinsip 

keadilan, jujur, musyawarah dan amanah. Siyasah tanfidziyyah 

adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Siyasah dapat 

diterjemahkan sebagai politik atau kebijakan, sedangkan tanfid 

merujuk pada pelaksanaan atau implementasi. Sehingga, yang 

dilakukan KPU Bandar Lampung sudah sesuai, akan tetapi 

sosialisasi yang belum maksimal. 

 

Kata Kunci : KPU, Sosialisasi, Fiqh Siyasah 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.  

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat”.  

(QS. An-nisa 4:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 18 Huruf (J) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar 

Lampung)”. Untuk lebih memahani pengertian dan maksud dari 

judul diatas. Maka, perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa 

pengertian atau istilah-istilah yang lebih lengkap dan jelas serta 

untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan 

pemahaman judul skripsi ini. Istilah-istilah yang perlu penulis 

memberikan penegasan judul adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi, yaitu tindakan-tindakan yang harus 

dilakukan oleh sekelompok individu yang telah diunjuk untuk 

menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum 

dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.
1
 

2. Pasal 18 Huruf (J) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum berisi tentang kewajiban KPU 

dalam melakukan sosialisasi tahapan Pemilu kepada 

masyarakat.
2
 

3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah  

Fiqh Siyasah Tanfidziyah merupakan suatu pemahaman 

yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-

undangan.
3
 

4. Komisi Pemilihan Umum 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga 

penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri 

yang bertugas melaksanakan pemilu.
4
 

                                                      
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529. 
2  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 18 

Huruf (J). 
3 T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, Pengantar Siyasah Syar’iyyah (Yogyakarta: 

Madah, 2000), 8. 
4  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 

Ayat (7). 
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

maksud dari skripsi ini adalah upaya penelitian secara mendalam 

tentang implementasi pasal 18 huruf (j) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di KPU Kota Bandar 

Lampung ditinjau dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan 

kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam 

proses demokrasi. Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam 

proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi 

politik sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksaan umum dan ikut 

dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan. Akan tetapi, 

ruang yang diperoleh tersebut dipolitisasi oleh kelompok-

kelompok atas dasar identitas dalam masyarakat. Hal ini 

berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dan 

menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya 

instabilitas politik.
5
 

Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur Pemilu 

untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya. 

Pemerintahan negara yang dibentuk melalui Pemilu tersebut adalah 

yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat 

dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang 

dibentuk melalui Pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat dari 

rakyat. Dasar pemikiran tersebut merupakan penegasan 

pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan UUD 1945.
6
 

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan wujud nyata dari 

demokrasi dan demokrasi mempunyai arti penting bagi 

masyarakat. Proses demokrasi terwujud melalui prosedur pemilihan 

umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat publik lainnya.
7
 

                                                      
5 Frenki, “Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan 

Umum Di Indonesia,” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 1 (2021): 31. 
6 Muhammad Maryono, “Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas 

Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia,” Al-’Adalah 1, no. 2 (2021): 47. 
7 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), 200. 
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Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan 

berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut 

organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan 

oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.
8
 Sebuah 

pemerintah yang baik hanya dihasilkan dari proses demokrasi 

yang baik pula yakni proses demokrasi yang terbuka dan 

memiliki nilai-nilai demokratis.
9
 

Pemilihan umum begitu penting dalam negara demokrasi yang 

menerapkan sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai bentuk 

penyaring bagi para calon yang akan menduduki lembaga 

perwakilan yang akan membawa aspirasi rakyat. Mereka yang 

terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai 

kewajiban kemampuan untuk bicara dan berbuat atas nama suatu 

kelompok yang lebih besar melalui partai politik. 

Oleh karena itu dengan adanya, partai politik merupakan hal 

yang harus ada dalam politik untuk mencerminkan suatu bentuk dari 

politik modern yang demokratis. Dengan ini bertujuan untuk 

mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili golongan tertentu 

dalam hal kepentingan yang hendak dicapai suatu kelompok 

(organisasi partai), memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang 

berlawanan, serta menyediakan sarana sukses kepemimpinan 

politik secara sah dan damai. Dengan demikian, partai politik 

merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan umum 

didalam sebuah negara demokrasi. 

Perlu ditingkatkan pembahasaan hukum pemilu, antara 

pembahasan hukum pemilu dengan pembahasaan sistem yang 

mengatur tentang kedudukan dan susunan lembaga perwakilan, 

karena pemilihan umum diadakan dalam bentuk mengisi lembaga 

perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi dari rakyat. 

Pemilihan umum mutlak dipergunakan oleh negara yang menganut 

sistem demokrasi.
10

 

                                                      
8 Moh. Mahfud MD, Tinjauan Substansial Reformasi Hukum (Yogyakarta: 

Pustaka, 2000), 17. 
9 Hafied Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, Dan Strategi (Jakarta: 

Raja Wali Pers, 2009), 63. 
10 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2002), 60. 
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Di dalam suatu negara pemilihan umum merupakan ajang 

kontes para anggota masyarakat, mulai dari pemilih dan para calon 

yang akan menduduki jabatan penting didalam suatu negara seperti 

Presiden, Wakil Presiden, Anggota Parlemen, Utusan Daerah, 

Gubernur dan Wakil Gubernur sampai kepada Bupati/Walikota 

dan Wakil Bupati. Dalam proses pemilihan umum mulai dari 

pencalonan harus mencerminkan keterbukaan, dengan menerapkan 

keterbukaan baik itu akses terhadap pemilu dan juga masyarakat 

berhak mencalonkan diri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan 

yang ditetapkan undang-undang. 

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: “Setiap warga 

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum 

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan”. Proses pemilu di Indonesia saat 

ini diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut juga diatur 

tentang pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. 

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu 

pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau 

pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian 

langsung dari kehidupan masyarakat sehari- hari, disenangi atau 

tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh 

anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. 

Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa 

memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk 

menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang 

berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum 

pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang 

penuh disiplin. 

Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar 

untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga 

mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan 

pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua 

dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang 
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diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri 

secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem 

politik ideal. 

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan 

Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Komisi Pemilihan Umum 

adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum 

di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota 

DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya 

dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya 

ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Disinilah pentingnya 

peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 pasal 18. Pasal ini menyebutkan bahwa KPU 

Kabupaten / Kota bertugas: 

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; 

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di 

kabupaten/kota berdasarkan keteniuan peraturan perundang-

undangan; 

3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan 

penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah 

kerjanya; 

4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi; 

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir 

dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan 

diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar 

pemilih; 

6. Melakukan dan mengumumkan rekapihrlasi hasil 

pengtrihrngan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, 

Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD 

provinsi serta anggota DPRD kabupaterr/kota yang 

bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara 

di PPK; 

7. Membuat berita acara penghihrngan suara dan sertifikat 

perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi 

Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; 
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8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih 

sesuai dengan alokasi jumlah krrrsi setiap daeratr pemilihan di 

kabupaten/kota yang bersanglmtan dan membuat berita 

acaranya; 

9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang 

disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; 

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu lkbupaten/Kota 

kepada masyarakat; 

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu; dan 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11

 

Di dalam penelitian ini penulis tertarik unguk mengkaji peran 

KPU Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan pasal 18 

huruf (j) yakni KPU harus menyosialisasikan penyelenggaraan 

pemilu kepada masyarakat agar berkolerasi terhadap peningkatan 

partisipasi pemilih. Hal ini juga sejalan dengan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah. Maka dari itu, permasalahan ini menarik untuk diteliti 

dengan judul “Implementasi Pasal 18 Huruf (j) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh 

Siyasah Tanfidziyyah (Studi di KPU Kota Bandar Lampung)” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kebaruan 

dari penelitian yang suah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis 

perlu menentukan fokus penelitian terhadap objek yang diteliti. 

Jika fokus penelitian sudah ditentukan, maka selanjutnya akan 

ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam tulisan 

ini adalah Upaya Fiqh Siyasah Tanfidziyyah dalam melihat 

implementasi pasal 18 hufur (j) Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung. 

 

 

                                                      
11  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 18. 
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D. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap 

Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

terhadap Implementasi Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di KPU Kota Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak 

lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

khazanah keilmuan, khususnya perspektif fikih siyasah 

tanfidziyah dalam melihat peran KPU Kota Bandar Lampung 

dalam mengimplementasikan Pasal 18 huruf (j) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi 

tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah 

pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini, 

penulis menggunakan penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan 
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acuan dasar yang berasal dari karya ilmiah, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mannan UIN Ar- Raniry 

Banda Aceh yang berjudul “Analisis Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi 

Pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya”.
12 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan pemilu 2019 di Pidie 

Jaya dan agar mengetahui implementasi Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2019 di Pidie 

Jaya, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017. Yang membedakan skripsi ini adalah bagaimana 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

tahapan Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk 

upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan 

Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung 

agar mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalankah 

dengan Hukum Fiqh Siyasah dengan harapan masyarakat dalam 

memberikan hak suara dalam Pemilihan umum, dan apakah 

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan judul 

Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). 

2. Penelitian yang dilakukan Lia Octavia, Skripsi “Sosialisasi 

Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota 

Bandar Lampung Tahun 2020 (Studi Pada Pemilih Pemula 

Melalui Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bandar Lampung)”, UIN Raden Intan Lampung, 2021.
13

 

Penelitian ini memfokuskan hasil efektif Komisi Pemilihan 

Umum dalam menyusun strategi pemanfaatan sosialisasi 

dengan cara virtual yang sasarannya yakni pemilih pemula. 

Penilaian efektivitas suatu program adalah ketika memenuhi 

                                                      
12 Mannan Husnul, “Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya” (UIN Ar- 

Raniry Banda Aceh, 2021). 
13 Lia Octavia, “Sosialisasi Politik Virtual Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung 2020” (UIN Raden Intan Lampung, 2021). 
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kriteria, mampu memberikan pengaruh, membawa hasil sesuai 

dengan tujuan, seberapa jauh tujuan itu tercapai. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purnama Sari UIN Raden 

Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Pemilukada 

Tahun 2018 di Provinsi Lampung”.
14

 Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas 

Pemilihan Umum dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemilukada Tahun 2018 di Provinsi Lampung dan mengetahui 

tinjaun fiqh siyasah terhadap Badan Pengawas Pemilihan 

Umum dalam mengawasi penyelenggaraan pemilukada Tahun 

2018 di Provinsi Lampung. yang membedakana skripsi ini 

adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu terkait peran Komisi Pemilihan Umum 

untuk upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat pada 

Tahapan Pemilihan Umum Legislatif di KPU kabupaten Kota 

Bandar Lampung agar mencapai target yang telah ditetapkan 

dan sejalankah dengan Hukum Fiqh Siyasah dengan harapan 

masyarakat dalam memberikan hak suara dalam Pemilihan 

umum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017. Pada penelitian ini penulis memfokuskan 

kajiannya dengan judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan 

Umum Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Perspektif Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung). 

4. Penelitian yang dilakukan Bambang Rizki Prayoga Simarmata 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang 

berjudul “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 

dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020”.
15

 Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab Humas 

                                                      
14 Purnama Sari Dewi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan 

Pengawas Pemilu Dalam Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung” (Uin Raden 

Intan Lampung, 2020). 
15 Simarmata Bambang Rizki Prayoga, “Peran Humas Komisi Pemilihan Umum 

Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020” (Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara, 2020). 
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KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun2020 dan 

menganalisis bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan Humas 

KPU dalam mensosialisasikan Pilkada Tahun 2020. Yang 

membedakana skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Pemilu 

terkait peran Komisi Pemilihan Umum untuk upayanya 

meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum 

Legislatif di KPU kabupaten Kota Bandar Lampung agar 

mencapai target yang telah ditetapkan dan sejalankah dengan 

Hukum Fiqih Siyasah dengan harapan masyarakat dalam 

memberikan hak suara dalam pemilihan umum, dan apakah 

sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya dengan 

judul Upaya Tahapan-Tahapan Pemilihan Umum Sosialisasi 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). 

5. Jurnal Al-Adalah “Regional Head Election (Pilkada) Dispute 

Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law”. 

Oleh M. Wagianto Dosen Fakultas Syari‟ah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. M. Wagianto menyimpulkan 

bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif 

Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi 

yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan 

kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak 

ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun 

bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam 

menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian 

masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur‟an, As-

Sunnah, Ijma‟ (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), 

maslahah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan „Urf 

(Tradisi Masyarakat).
16 Perbedaan dengan penelitian penulis 

adalah difokuskan pada Pemilu. 

 

                                                      
16 M. Wagiyanto, “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the 

Perspectives of Sociology of Islamic Law,” Al-’Adalah 16, no. 1 (2019): 207. 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam memecahkan masalah atau memerlukan data agar 

masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Sumber data 

pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang 

diperoleh langsung dari lapangan.
17

 Hakikatnya penelitian 

lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengenali 

data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. 

Adapun data-data tersebut diperoleh dari Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bandar Lampung. 

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan 

penelitian adalah pustaka (library research) yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi, 

dengan berbagai macam materi yang terdapat diruang 

perpustakaan. Yaitu dengan metodelogi kepustakaan (library 

research) atau riset yang dilakukan membaca buku, majalah, 

makalah, serta sumber lainnya yang tersedia dan berkaitan 

dengan judul yang dimaksud.
18

 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 

bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tentang sesuatu yang sedang di 

teliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian 

no hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti 

maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana 

implementasi Pasal 18 huruf (j) di KPU Kota Bandar Lampung. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Untuk mempermudah menghadap permasalahan dalam 

penelitian ini, mengumpulkan data yang terdiri dari: 

                                                      
17 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Graha Ilmu, 2009), 36. 
18 Sarisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 42. 
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a. Data primer
 

Data Primer adalah data-data yang dikumpulkan dan 

diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung 

dari objeknya.
19

 Dalam bahan hukum primer ini penulis akan 

menelaah Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk 

yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak 

lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi-publikasi. 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari 

perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-

lembaga yang berkaitan dengan masalah. 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala 

sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota 

populasi disebut dengan elemen populasi.
20

 Dalam penelitian 

ini, populasinya adalah semua anggota KPU. 

b. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri 

yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau 

penelitian lantaran yang dianggap mampu mewakili 

populasi. Dalam hal ini diambil 4 orang sampel. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan 

beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara 

dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang 

terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada 

penelitian ini. Wawancara dilakukan langsung dengan 

                                                      
19 Benyamin Lakitan, Metodelogi Penelitian (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 

2019), 77. 
20 Hadi, Metodologi Research, 104. 



13 

 

komisioner KPU Kota Bandar Lampung. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang 

berbentuk tulisan.
21

 Langka terakhir yaitu penulis lakukan 

adalah dokumentasi berupa data dari yang terkait pokok 

bahasan yang penulis ambil. 

 

5. Metode Pengolahan Data 

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, 

mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring 

data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang 

relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, 

menyusun menurut aturan tertentu.
22

 Melalui pengolahan data-

data yang telah dikumpulkan oleh penulis,maka penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Editing adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data 

itu diproses lebih lanjut. 

b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan 

jenis dan penggolongannya setelah diadakannya 

pengecekannya di proses editing. 

c. Interprensi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil 

untuk mengalisis dan menarik kesimpulan. 

d. Sistemating adalah melakukan pengecekan terhadap data-

data dan bahan- bahan yang telah diperoleh penulis sceara 

sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang 

diperoleh. 

 

6. Analisis Data 

 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

data Kualitatif, karena data yang diperoleh tidak berupa angka 

tetapi berupa informasi dari wawancara dan rincian data terkait. 

                                                      
21 Koenjorodiningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2007), 46. 
22 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 75. 



14 

Analisis data kualitatif merupakan analisis pernyataan tertulis 

atau lisan yang memberikan penjelasan mengenai implementasi 

Pasal 18 huruf (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilu di Komisi Pemilihan Umum dalam Perspektif 

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka 

penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. KPU Kota Bandar Lampung mengimplementasikan Pasal 18 

huruf (j) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilu 

dengan menyosialisasikan tahapan pemilu tahun 2024 

mengunakan berbagai langkah. Pertama, sosialisasi umum 

dengan louncing pemilu 2024 bersama KPU seluruh Indonesia. 

Kedua, sosialisasi pemutakhiran data pemilih. Ketiga, 

sosialsiasi tata cara pencalonan. Keempat, sosialisasi dan 

informasi kampanye. Kelima, sosialisasi pemungutan dan 

penghitungan suara. Sedangkan metodenya dengan pembuatan 

flier dan video dimedia sosial, pembuatan spanduk, kalender 

dan baliho, pembuatan spesimen surat suara. 

2. Perspektif fiqh siyasah tandfiziyah terhadap 

implementasi pasal 18 huruf (j) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dilakukan KPU Kota Bandar 

Lampung sudah sejalan dengan ajaran Islam karena dimana 

dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, jujur, 

musyawarah, amanah dan kesetaraan. Siyasah tanfidziyyah 

adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Siyasah dapat 

diterjemahkan sebagai politik atau kebijakan, sedangkan tanfid 

merujuk pada pelaksanaan atau implementasi. Jadi, secara 

harfiah, siyasah tanfidziyyah dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan atau implementasi kebijakan. Sehingga, apa yang 

dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung sudah sesuai, akan 

tetapi sosialisasi yang belum maksimal wajib untuk ditingkatkan 

lagi agar masyarakat paham tentang tahapan pemilu serta 

menggunakan hak pilihnya dengan baik. 
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B. Rekomendasi 

1. Kepada KPU Kota Bandar Lampung dan jajarannya hendaknya 

lebih masif lagi dalam menyosialisasikan tahapan Pemilu 2024. 

Hal itu agar masyarakat Kota Bandar Lampung tahu tentang 

adanya pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 

Februari 2024. Sosialisasi harusnya lebih menggunakan 

teknologi informasi, bukan dengan cara-cara tradisional yang 

menghabiskan banyak anggaran. 

2. Kepada masyarakat Kota Bandar Lampung hendaknya pro aktif 

dalam menyukseskan Pemilu 2024. Hal ini agar kerja-kerja 

penyelenggara pemilu terbantu dengan keterlibatan masyarakat. 

Sebab, menyukseskan Pemilu 2024 adalah tugas bersama 

masyarakat Indonesia. 
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